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A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa kasus dalam penelitian ini
diperoleh kesimpulan yaitu :

Perlindungan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB asal Indonesia yang
menjalani misi perdamaian di Darfur Sudan, sesuai dengan perjanjian misi
perdamaian yang dibuat dan diatur oleh Dewan Keamanan PBB dengan
negara penerima misi sebagai host state dijamin oleh Status of Force
Agreement (SOFA). Pasukan penjaga perdamaian kontingen Indonesia yang
menjadi pasukan perdamaian di Darfur tergabung dalam gugus tugas
UNAMID diberi tugas khusus dalam penanganan segala macam ancaman
yang mengarah pada masalah keamanan namun pasukan perdamaian tidak
diperkenankan dalam inisiatif untuk menyerang tetapi hanya dalam rangka
pertahanan diri/ Self Defence. SOFA yang diatur dalam UNAMID sudah
sangat layak untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pasukan
penjaga perdamaian yang dikirim oleh Indonesia, juga bentuk perlindungan
hukum tidak hanya diberikan oleh PBB yang menangani langsung
pemberangkatan misi perdamaian. Pihak-pihak dari Indonesia juga turut
dalam memberikan perlindungan hukum tersebut seperti pihak dari

Kementrian Luar Negeri yang juga turut memberikan perlindungan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran
sebagai berikut :

1. Bagi Tentara Nasional Indonesia agar senantiasa patuh dan tunduk
sepenuhnya kepada hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku baik itu secara Nasional maupun Internasional yaitu Hukum
Humaniter itu sendiri, TNI sebagai pihak yang turut andil bagian dalam
pasukan perdamaian harus menunjukan sikap karakter serta moral yang
baik karena personil TNI yang menjalankan misi perdamaian di luar
wilayah Indonesia merupakan cerminan bagi seluruh Bangsa Indonesia.

2. Bagi Dewan Keamanan PBB untuk selalu menjaga amanah dalam
menciptakan kondisi dunia yang stabil dan bebas dari segala bentuk
kekerasan yang dapat mengakibatkan pada instabilitas politik yang
mengarah pada pertikaian bersenjata serta untuk terus memberikan
pendampingan dan perlindungan hukum kepada setiap individu yang
tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia maupun dari
seluruh dunia demi mencapai tujuan keamanan Internasional.

3. Bagi Masyarakat luas agar turut serta memberikan dukungan dan
membantu mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang
hukum Humaniter Internasional karena wajah perang ataupun konflik
bersenjata pada dewasa ini telah berganti serta diharapkan Hukum
Humaniter  Internasional terus menyesuaikan  diri  terhadap

perkembangan teknologi dan informasi.
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